
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR :t@\'L I 1114 lKep-DPRD I 5 I2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP

PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

PIMPINAN DEWAN PERWAKIT.A,N RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang
Disabilitas dan Lanjut Usia, dilakukan pembahasan oleh
Panitia Khusus berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor: 171 /
14380 / Kep-DPRD-MDN / 9 I 2022, tanggal 26
September 2022 ter.tang Pembentukan Personalia Panitia
Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang
Disabilitas dan Lanjut Usia;

b. bahwa masa ke{a Panitia Khusus Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia telah berakhir berdasarkan pasal 64 ayat (7)
huruf a, Peraturan DPRD Kota Medan Nomor I Tahun
2O2O tenlang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota
Medan Nomor 1 Tahun 20 18 tentang Tata Tertib
menyatakan masa kerja Panitia Khusus paling lama 6
(enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 22
Mei 2023 tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia;

a

c



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas
dan Lanjut Usia.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints
Disea.se 2079 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O38);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20ll tentang
Pengesahan Conuention on The Rights of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234l. sebagaimala telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (t,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO4 ter(ang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O77 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentalg
Pedoman Penyusunal Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6368);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Unit Layanal Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6566);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tal:run 2O2O tentarlg
Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik
dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 654O);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O2O ter.tar,g
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 56, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6473);

19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O2O tentang
Komisi Nasional Disabilitas (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 143);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2O18 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 20 19 Nomor
1s7);

22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
202O tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaal (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1434);

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional
Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang
Mempeke{akan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 202 1 Nomor
t67\;

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2O2l terrtang
Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 439);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
(l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

26. Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 6O Tahun 2O2l ter.tang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2077
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

26. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Terlib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1

2.

.).

4.

Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2018 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Surat Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota
Medan tentang Perlindungan terhadap penyandang
Disabilitas dan Lanjut Usia Nomor 3 1 / pansus-
DLU/04/2023 pada tanggal 17 April 2O23 perihal:
Permohonan Perpanjangan Masa Kerja pansus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Perlindungan terhadap Disabilitas dan Lanjut Usia;

Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia panitia
Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia pada tanggal 14 November 2022;

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal l8 April 2023;

Rapat Paripurna tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan
terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia,
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD
Kota Medan Nomor l7ll L 38O|Kep-DPRD-MDN19l2O22,
tanggal 26 September 2022, yaitu selama 6 (enam) bulan
kedepan Sejak Keputusan ini ditetapkan.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU
berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis
kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kota Medan.



KETIGA

Tembusan:
l Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

: Keputusan ini berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal t1 Mei 2023

PERWAKILAN
KOTA AN
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